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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Negara Indonesia merupakan negara dengan corak kehidupan yang 

berbentuk agraris, yang sebagian besar warganya menggantungkan hidupnya 

dengan memanfaatkan kekayaan alam yaitu tanah, hal ini di dukung dengan 

keadaan alam Indonesia yang sangat subur dan kaya akan sumber daya alam. 

Dalam kehidupan, tanah memiliki peran yang sangat penting. 

Keberlangsungan kehidupan manusia sangat bergantung dengan tanah.  

Dalam Islam tanah dijelaskan seperti dalam firman Allah SWT:  

                  

qāla fīhā taḥyauna wa fīhā tamụtụna wa min-hā tukhrajụn 
 

Artinya :   

Di bumi itu kamu hidup dan di bumi itu kamu mati, dan dari bumi itu (pula) 

kamu akan dibangkitkan (Qs. Al-A’raf ayat 25).
1
 

                         

min-hā khalaqnākum wafīhā nu'īdukum wamin-hā nukhrijukum tāratan ukhrā 
 

Artinya:  

dari bumi (tanah) itulah Kami menjadikan kamu dan kepadanya Kami akan 

mengembalikan kamu dan daripadanya Kami akan mengeluarkan kamu pada 

kali yang lain (Qs. At-thaha ayat 55). 
2
 

 

Tanah merupakan potensi negara yang sangat berperan dalam 

menunjang pembangunan. Hak penguasaan tanah pada hakekatnya 

merupakan refleksi dari pandangan manusia terhadap dirinya sendiri sebagai 
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manusia dalam hubungannya dengan tanah. Hubungan manusia dengan tanah 

menimbulkan kewenangan dan tanggung jawab untuk kemakmuran diri 

sendiri dan orang lain. Sehingga sudah seharusnya pemanfaatan fungsi bumi 

dan air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah di tujukan 

untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat indonesia. 

Seperti halnya pada Pasal 33 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia  

Tahun 1945 yang berbunyi bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang 

terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.
 3
 

Pesatnya peningkatan kebutuhan akan tanah disertai semakin 

terbatasnya persediaan tanah saat ini, juga memberikan dampak besar bagi 

peningkatan nilai dan harga tanah. Hal ini meningkatkan potensi munculnya 

konflik-konflik maupun  permasalahan-permasalahan yang berhubungan atau 

disebabkan oleh tanah. Semakin kompleksnya persoalan hidup manusia yang 

disebabkan oleh tanah saat ini mengharuskan ada sebuah aturan yang 

mengatur jaminan kepastian hukum dalam hubungan antara manusia dengan 

tanah.
4
 

Bertambah majunya perekonomian rakyat dan perekonomian nasional, 

maka bertambah pula keperluan akar kepastian hukum di bidang pertanahan.  

Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 telah memberikan landasan 

sebagaimana dalam Pasal 33 ayat (3) Bahwa bumi dan air serta kekayaan 

                                                             
3
 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria  

4
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alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan 

sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dari ketentuan dasar ini dapat 

diketahui bahwa kemakmuran masyarakatlah yang menjadi tujuan utama 

dalam pemanfaatan fungsi bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam 

yang terkandung di dalamnya.  

Sebagai wujud nyata dari Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka lahirlah Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang 

lebih dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria. Dalam Pasal 2 ayat (1) 

Undang-Undang Pokok Agraria ini disebutkan bahwa: “Bumi, air dan ruang 

angkasa termasuk kekayaan alam di dalamnya pada tingkat yang tertinggi 

dikuasai oleh Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat” Melalui 

hak menguasai dari Negara inilah maka Negara selaku badan penguasa akan 

dapat senantiasa mengendalikan atau mengarahkan pengelolaan fungsi bumi, 

air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya 

sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang ada, yaitu dalam lingkup 

penguasaan secara yuridis yang beraspek publik.
5
   

Bentuk-bentuk pemindahan penguasaan hak atas tanah dapat terjadi 

melalui perbuatan hukum peralihan hak atas tanah. Perbuatan hukum tersebut 

antara lain karena jual beli, warisan, hibah, wakaf, tukar menukar lelang dan 

sebagainya. Peralihan hak ini menyebabkan berpindahnya hak atas 

penguasaan dari seseorang kepada orang lain. 

                                                             
5
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Salah satu perbuatan hukum dalam pemindahan penguasaan hak atas 

tanah dan atu bangunan yang paling sering dilakukan oleh masyarakat adalah 

dengan melalui jual beli. Perbuatan hukum jual beli dalam pengertian sehari-

hari dapat diartikan suatu perbuatan dimana seseorang melepaskan uang 

untuk mendapatkan barang yang dikehendaki secara sukarela. Pasal 1457 

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyebutkan jual beli 

adalah suatu persetujuan, dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk 

menyerahkan suatu kebendaan dan pihak lain membayar harga yang telah 

dijanjikan. Dari perumusan pasal diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

penjual dan pembeliter terdapat hak dan kewajiban masing-masing. Pihak 

penjual berkewajiban menyerahkan barang yang dijual, sedangkan pihak 

pembeli berkewajiban untuk membayar harga barang kepada penjual.
6
 

Dalam undang-undang Pokok Agraria (UUPA), yaitu Undang-undang 

Nomor 5 Tahun 1960, yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 10 Tahun 1961, yang merupakan Peraturan Pelaksana daripada 

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960. Di dalam pasal19 menentukan bahwa 

jual beli tanah harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat dihadapan 

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Jadi jual beli sesuatu hak atas tanah 

dan atau bangunan harus dilakukan di hadapan PPAT. Hal demikian sebagai 

bukti bahwa telah terjadi jual beli sesuatu hak atas tanah dan selanjutnya 

PPAT membuat akta jual beli. 
7
 Akta PPAT adalah akta yang dibuat oleh 
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PPAT sebagai bukti telah dilaksanakannya perbuatan huum tertentu mengenai 

hak atas tanah atau hak milik Atas Satuan Rumah Susun.
8
 

Akta Jual Beli menurut Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomer 24 Tahun 

1997 harus dibuat oleh PPAT. Jual beli yang dilakukan tanpa dihadapan 

PPAT tetap sah karena UUPA berlandaskan pada hukum Adat (Pasal 5 

UUPA), sedangkan dalam Hukum Adat sistem yang dipakai adalah sisten 

yang konkret/kontan/nyata/rill. Kendatipun demikian, untuk mewujudkan 

adalanya kepastian hukum dalam setiap peralihan hak atas tanah dan atau 

bangunan harus dbuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan 

PPAT.
9
 

Dasar hukum diharuskannya pembuatan Akta Jual Beli (AJB) 

dihadapan PPAT adalah Pasal 1868 KUHPerdata yang menyebutkan suatu 

akta otentik ialah suatu akta yang di alam bentuk yang ditentukan oleh 

Undang-undang dibuat oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa 

untuk itu ditempat mana akta dibuatnya. Akta PPAT dibuat oleh PPAT yang 

ditunjuk oleh Kepala Badan Pertanahan. 

Perbuatan peralihan hak atas tanah dan atau bangunan melalui jual beli 

harus dibuktikan dengan akta otentik yang disebut dengan Akta Jual Beli 

(AJB) yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau Notaris. 

Akta jual beli adalah dokumen bukti atas terjadinya transaksi jual beli antara 

penjual kepada pembeli. Proses pembuatan dokumen AJB dilakukan oleh 

                                                             
8
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PPAT dan harus bersifat terang dan telah dibayar lunas. Dengan dilakukannya 

jual beli dihadapan PPAT, maka dipenuhi syarat terang (bukan perbuatan 

hukum yang gelap, yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi). Akta jual 

beli yang ditandatangani para pihak membuktikan telah terjadi pemindahan 

hak dari penjual kepada pembelinya dengan disertai pembayaran harganya, 

telah memenuhi unsur tunai dan menunjukkan bahwa secara nyata atau secara 

riil perbuatan hukum jual beli yang bersangkutan telah dilaksanakan. Akta 

tersebut membuktikan bahwa benar-benar telah dilakukan perbuatan hukum 

pemindahan hak untuk selama-lamanya dan pembayaran harganya. Karena 

perbuatan hukum yang dilakukan merupakan perbuatan hukum pemindahan 

hak, maka akta tersebut membuktikan bahwa penerima hak (pembeli) sudah 

menjadi pemegang hak yang baru.
10

 

Tahapan pembuatan AJB sudah diatur dalam Peraturan Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomer 8 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Tanah. 

Beberapa syarat yang diperlukan sebelum AJB antara lain, pajak penjual 

berupa pajak penghasilan (PPh) final, serta pajak pembeli berupa Bea 

Peolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Besaran PPh final adalah 

2,5 % dari perolehan hak, sedangkan besaran BPHTB adalah 5% dari nilai 

perolehan hak setelah dikurangi dengan Nilai Perolehan Objek Pajak Tindak 

Kena Pajak (NPOPTKP). Nilai NPOPTKP setiap wilayah berbeda, dan 

ditentukan oleh Perda Daerah masing-masing wilayah.  
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Dalam pembuatan AJB, pihak penjual dan pembeli harus hadir atau 

orang yang diberi kuasa tertulis. Selain itu wajib juga dihadirkan minimal 2 

(dua) orang saksi. AJB dibuat dalam dua lembar asli satu disimpan oleh 

PPAT dan satu lembar lain untuk diserahkan ke Kantor Pertanahan untuk 

keperluan balik nama atau pendaftaran peralihan hak atau disebut juga balik 

nama sertifikat.  

Sebelum akta jual bei dibuat PPAT, maka disyaratkan bagi para pihak 

untuk menyerahkan surat-surat yang diperlukan kepada PPAT, yaitu:  

1. Jika tanahnya sudah bersertifikat : sertifikat tanahnya yang asli dan tanda 

bukti pembayaran biaya pendaftaran. 

2. Jika tanahnya belum bersertifikat:  surat keterangan bahwa tanah tersebut 

belum bersertifikat, surat-surat tanah yang ada yang emmerlukan 

penguatan oleh Kepala Desa dan Camat. Dilengkapi dengan surat-surat 

yang membuktikan identitas penjual dan pembelinya yang diperlukan 

untuk pensertifikatan tanahnya setelah selesai dilakukan jual beli.  

Setelah akta dibuat, selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak akta tersebut 

ditandatangani, PPAT menyerahkan akta tersebut kepada Kantor Pertanahan 

untuk pendaftaran pemindahan haknya.
11

 

Pendaftaran disini bukan merupakan syarat terjadinya pemindahan hak 

karena pemindahan hak telah terjadi setelah dilakukan jual belinya di hadapan 

PPAT. Dengan demikian jual beli tanah telah sah dan selesai dengan 

pembuatan akta PPAT dan akta PPAT tersebut merupakan bukti bahwa telah 
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terjadi jual beli, yakni pembeli telah menjadi pemiliknya dan pendaftaran 

peralihan hak di Kantor Pertanahan bukanlah merupakan syarat bagi sahnya 

transaksi jual beli tanah dan pendaftaran disini hanya berfungsi untuk 

memperkuat pembuktiannya terhadap pihak ketiga atau umum.
12

 Memperkuat 

pembuktian maksudnya memperkuat pembuktian mengenai terjadinya jual 

beli dengan mencatat pada buku tanah dan sertifikat hak tanah yang 

bersangkutan, sedangkan memperluas pembuktian dimaksudkan untuk 

memenuhi asas publisitas karena dengan dilakukannya pendaftaran jual 

belinya maka diketahui oleh pihak ketiga yang berkepentingan. 

Kota Samarinda adalah ibukota yang terletak di Provinsi Kalimantan 

Timur. Kota Samarinda merupakan kota yang terkenal dengan sungai 

Mahakamnya. Selain itu Kota Samarinda merupakan kota yang maju karena 

banyak pembangunan. Banyak pembangunan membuat banyak kebutuhan 

akan tanah. Tanah dan atau bangunan yang dimiliki oleh masyarakat sebagian 

besar merupakan tanah yang dimiliki secara jual beli. Untuk mendapat 

kepastian hukum serta memperkuat pembuktian tentang kepemilikan dari jual 

beli tersebut masyarakat mendaftarkannya di Kantor Pertanahan setempat.  

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk 

menganalisis permasalahan Tesis dengan judul “Tinjauan Yuridis 

Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Tanah dan atau 

Bangunan dengan Akta Jual Beli di Kantor Pertanahan Kota 

Samarinda”. 
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 Bactiar Effendi, 1993, Kumpulan Tulisan tentang Hukum Tanah, Alumni, Bandung, h. 84 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dikemukakan di atas, 

penulis merumuskan beberapa permasalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pelaksanaan pendaftaran peralihan hak atas tanah dan 

bangunan dengan Akta Jual Beli di Kantor Pertanahan Kota Samarinda? 

2. Bagaimana hambatan dalam pelaksanaan pendaftaran peralihan hak atas 

tanah dan atau bangunan dengan Akta Jual Beli di Kantor Pertanahan 

Kota Samarinda? 

3. Bagaimana solusi untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan 

pendaftaran peralihan hak atas tanah dan atau bangunan dengan Akta 

Jual Beli di Kantor Pertanahan Kota Samarinda? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam permasalahan di 

atas, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pendaftaran peralihan 

hak atas tanah dan atau bangunan dengan Akta Jual Beli di Kantor 

Pertanahan Kota Samarinda. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dalam pelaksanaan 

pendaftaran peralihan hak atas tanah dan atau  bangunan dengan Akta 

Jual Beli di Kantor Pertanahan Kota Samarinda. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis solusi untuk mengatasi hambatan 

dalam pelaksanaan pendaftaran peralihan hak atas tanah dan atau 

bangunan dengan Akta Jual Beli di Kantor Pertanahan Kota Samarinda. 
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D. Manfaat Penelitian 

Selain tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, penulis juga 

memasukan manfaat yang hendak dicapai dari adanya penelitian ini. Adapun 

manfaat penelitian tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoretis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap 

pengembangan ilmu hukum, khususnya tentang pelaksanaan 

pendaftaran peralihan hak atas tanah dan bangunan dengan Akta Jual 

Beli di Kantor Pertanahan Kota Samarinda 

2. Manfaat Praktis 

Adapun manfaat praktis dari hasil penelitian ini dapat dibagi 

menjadi 2 (dua) manfaat, yaitu : 

a. Bagi masyarakat, hasil penelitian tesis ini diharapkan dapat 

memberikan sumbangan pemikiran yang nantinya bermanfaat 

untuk memecahkan masalah-masalah tentang pertanahan yang 

ada di masyarakat khususnya mengenai persoalan tentang 

pelaksanaan pendaftaran peralihan hak atas tanah dan bangunan 

dengan Akta Jual Beli di Kantor Pertanahan 

b. Bagi peneliti, hasil penelitian tesis ini diharapkan dapat 

menambah dan memperluas pengetahuan dan wawasan penulis di 

bidang pertanahan hal ini dalam pelaksanaan pendaftaran 

peralihan hak atas tanah dan bangunan dengan Akta Jual Beli di 

Kantor Pertanahan 
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E. Kerangka Konseptual dan Kerangka Teori 

1. Kerangka Konseptual 

Konsep berasal dari bahasa Latin, conceptus  yang memiliki arti 

sebagai suatu kegiatan atau proses berfikir, daya berfikir khususnya 

penalaran dan pertimbangan.
13

 Konsepsi merupakan salah satu bagian 

terpenting dari teori konsepsi yang diterjemahkan sebagai usaha 

membawa suatu dari abstrak menjadi suatu yang konkrit yang disebut 

dengan Operational Definition.
14

 Untuk mempermudah memahami alur 

berfikir dari penelitian ini, maka dapat dilihat dari kerangka konseptual 

dibawah ini : 

a. Hak  Atas Tanah  

Hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada 

seseorang yang mempunyai hak untuk mempergunakan atau 

mengambil manfaat atas tanah tersebut. Hak atas tanah berbeda dengan 

hak penggunaan atas tanah
15

. Ciri khas dari hak atas tanah adalah 

seseorang yang mempunyai hak atas tanah berwenang untuk 

mempergunakan atau mengambil manfaat atas tanah yang menjadi 

haknya.   

Hak atas tanah pada dasarnya dapat dimiliki oleh semua orang, 

yang membedakannya adalah jenis hak atas tanah yang boleh 

dimiliknya. Pemilikan itu tergantung pada subyek hak, apakah orang 
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 Komaruddin dan Yooke Tjumparmah, 2000, Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah, Bumi 

Askara, Jakarta, h.122. 
14

 Rusdi Malik, 2000, Penemu Agama Dalam Hukum di Indonesia, Untiversitas Trisakti, 

Jakarta, h 15. 
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 Sri Sayekti, 2000, Hukum Agraria Nasional,  Universitas Lampung,  Lampung, h.20 



12 

WNI atau WNA, atau Badan Hukum.
16

 Dalam hukum tanah terdapat 

pengaturan mengenai berbagai hak penguasaan atas tanah. Undang-

Undang Pokok Agraria mengatur sekaligus menetapkan hierarki hak-

hak penguasaan atas tanah dalam hukum tanah nasional, yaitu : 
17

 

1) Hak Bangsa Indonesia yang disebut dalam Pasal 1 sebagai hak 

penguasaan atas tanah yang tertinggi beraspek perdata dan 

public; 

2) Hak menguasai dari negara yang disebut dalam Pasal 2, semata-

mata beraspek public; 

3) Hak ulayat masyarakat hukum adat yang disebut dalam Pasal 3, 

beraspek perdata dan public; 

4) Hak-hak perorangan dan individual. 

Biarpun bermacam-macam, tetapi semua hak penguasaan atas 

tanah yang berisikan serangkaian wewenang, kewajiban dan/atau 

larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah 

yang dihaki. “Sesuatu” yang boleh, wajib atau dilarang untuk 

diperbuat, yang merupakan isi hak penguasaan itulah yang menjadi 

kriterium atau tolak pembeda di antara  hak-hak penguasaan atas tanah 

yang diatur dalam Hukum Tanah.
18

  

Berdasarkan bunyi Pasal tersebut, maka negara menentukan 

hak-hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UUPA, 

                                                             
16

 H. Salim HS, H. Abdulah, dan Wiwiek Wahyuningsih, 2014, Perancangan Kontrak dan 

Memorandum of Understanding (MoU), Sinar Grafika, Jakarta, h. 64 
17

 Ibid, h. 24   
18

 Ibid, h. 24  
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yaitu: 

1) Hak Milik; 

2) Hak Guna Usaha; 

3) Hak Guna Bangunan; 

4) Hak Pakai; 

5) Hak Sewa; 

6) Hak Membuka Tanah; 

7) Hak Memungut Hasil Hutan; 

8) Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di 

atas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-

hak yang sifatnya sementara sebagaimana disebut dalam Pasal 

53.
19

 

b. Jual Beli  

Berdasarkan Pasal 157 KUHPerdata, Jual beli yang dianut di 

dalam Hukum Perdata hanya bersifat obligatoir, artinya bahwa 

perjanjian jual beli baru meletakkan hak dan kewajiban timbal balik 

antara kedua belah pihak, atau dengan perkataan lain jual beli yang 

dianut Hukum Perdata belum memindahkan hak milik adapun hak 

milik baru berpindah dengan dilakukan penyerahan atau levering.
20

 

Jual beli tanah dalam hukum adat dan UUPA mempunyai 

pengertian yang sama, berdasarkan UUPA Pasal 5 maka pengertian 

jual beli tanah hak milik menurut UUPA tidak lain adalah pengertian 
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 Soedharyo Soimin, 2004, Status Hak Dan Pembebasan Tanah, Sinar Grafika, Jakarta, h.86 
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jual beli menurut huku adat.
21

 

Menurut hukum adat jual beli tanah adalah suatu pemindahan 

hak atas tanah yang bersifat terang dan tunai, terang berarti perbuatan 

pemindahan hak tersebut harus dilakukan di hadapan kepala adat, yang 

berperan sebagai pejabat yang menanggung keteraturan dan sahnya 

perbuatan pemindahan hak tersebut, sehingga perbuatan tersebut 

diketahui oleh umum. Tunai maksudnya, bahwa perbuatan pemindahan 

hak dan pembayaran harganya dilakukan secara serentak. Oleh karena 

itu, maka tunai mungkin harga dibayar secara kontan, atau dibayar 

sebagian (tunai dianggap tunai). Dalam hal pembeli tidak membayar 

sisanya, maka penjual tidak dapat menuntut atas dasar terjadinya jual 

beli tanah, akan tetapi atas dasar hukum utang piutang.
22

 

Jual beli tanah menurut hukum agraria nasional yang 

menggunakan dasar hukum adat adalah jual beli yang bersifat, tuni, 

terang dan riil. Tunai berarti bahwa penyerahan hak oleh penjua 

kepada pembeli dilakukan bersamaan dengan pembayaran harganya 

oleh pembeli. Dengan perbuatan tersebutmaka seketika itu juga terjadi 

peralihan haknya. Harga yang dibayarkan pada saat penyerahan tidak 

harus lunas, sisanya akan dianggap sebagai hutang dari pembeli kepada 

penjual yang tunduk kepada hukum hutang piutang. Sifat Riil berarti 

bahwa kehendak atau niat yang diucapkan harus diikuti dengan 

perbuatan yang nyata untuk menunjukkan tujuan jual beli tersebut, 

                                                             
21
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Sedangkan Terang berarti bahwa perbuatan hukum tersebut haruslah 

dilakukan dihadapan PPAT sebagai tanda bahwa perbuatan tersebut 

tidak melanggar hukum yang berlaku.
23

 

Jual beli tanah menurut hukum agraria nasional (yang mengacu 

pada hukum adat) tidak sama dengan jual beli menurut hukum perdata, 

damana peralihan haknya masih perlu adanya perbuatan hukum yang 

berupa penyerahan barang (levering). Jual beli tanah tersebut sudah 

terjadi dan hak atas tanah sudahberalih pada pembeli pada saat harga 

dibayar dan hak atas tanah diserahkan dan dibuatkan akta jual beli oleh 

PPAT. 

c. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) 

PPAT adalah seorang PPAT memiliki tugas untuk melaksanakan 

sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai 

bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas 

tanah atau hak milik atas satuan rumah susun, yang akan dijadikan 

dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang 

diakibatkan oleh perbuatan hukum itu
24

.  

Akta PPAT adalah akta otentik, hal ini dipertegas oleh Pasal 3 

ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang 

Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berbunyi : 

                                                             
23

 Maria SW, Sumardjono (V), 22 Juli 1993, Aspek Teoritis Peralihan Hak Atas Tanah, 

makalah seminar“Peralihan Hak-Hak Atas Tanah, Aspek Hukum dan Segi Praktek yang Aktual 

Dewasa ini”, Jakarta, Yayasan Biluta dan Kantor Chandra Motik Djemat & Associates. 
24

 Ali Achmad Chomzah, 2004, Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia), Jilid 2, Prestasi 

Pustaka Publisher, Jakarta, h.69. 
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“Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2, seorang PPAT mempunyai kewenangan 

membuat akta otentik mengenai semua perbuatan hukum 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) mengenai hak 

atas tanah dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang 

terletak di dalam daerah kerjanya”. 

 

Sebagai akta otentik, Akta PPAT harus memenuhi syarat-syarat 

dan prosedur tertentu dalam hal pembuatannya. Menurut Pasal 1868 

KUHPer akta otentik ialah : suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang 

ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang 

berwenang untuk itu di tempat d mana akta itu dibuat.Pembuatan akta 

PPAT menurut Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 

tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, diatur dalam 

peraturan perundang-undangan mengenai pendaftaran tanah.  

d. Pendaftaran Tanah 

Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan 

oleh Pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, 

meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta 

pemeliharaan data fisik dan data yuridis. Hak atas tanah pada dasarnya 

dapat dimiliki oleh semua orang, yang membedakannya adalah jenis 

hak atas tanah yang boleh dimiliknya. Pemilikan itu tergantung pada 

subyek hak, apakah orang WNI atau WNA, atau Badan Hukum.
25

 

Setiap tanah harus didaftarkan, menurut Pasal 3 Peraturan Pemerintah 

                                                             
25

 H. Salim HS, H. Abdulah, dan Wiwiek Wahyuningsih, 2014, Perancangan Kontrak dan 

Memorandum of Understanding (MoU), Sinar Grafika, Jakarta, h. 64 
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Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, tujuan pendaftaran 

tanah adalah : 

1) Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada 

pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan 

hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat 

membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. 

Untuk itu kepada pemegang haknya diberikan sertipikat sebagai 

surat tanda buktinya (Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah). Inilah yang 

merupakan tujuan utama pendaftaran tanah yang 

penyelenggaraannya diperintahkan oleh Pasal 19 UUPA. Maka 

memperoleh sertipikat, bukan sekedar fasilitas, melainkan 

merupakan hak pemegang hak atas tanah, yang dijamin Undang-

undang
26

. 

2) Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat 

memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan 

hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah 

susun yang sudah terdaftar. 

3) Untuk terselenggaranya tertib Administrasi Pertanahan. 

Terselenggaranya pendaftaran tanah secara baik merupakan 

dasar dan perwujudan tertib administrasi di bidang  pertanahan. 

                                                             
26

 Ibid, h.472 



18 

Untuk mencapai tertib admistrasi tersebut, setiap bidang tanah 

dan satuan rumah susun, termasuk peralihan, pembebanan dan 

hapusnya wajib didaftar. Demikian ditentukan dalam Pasal 4 

ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang 

Pendaftaran Tanah.
27

 

Adapun mengenai tata cara pendaftaran tanah dilakukan dengan 

dua cara, yaitu:
28

 

1) Pendaftaran  tanah  secara  sistematik  adalah  kegiatan  

pendaftaran tanah  yang dilakukan  secara  serentak  yang 

meliputi  semua obyek  pendaftaran  tanah yang belum didaftar 

dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan. 

Pendaftaran tanah secara sistematik diselenggarakan  atas  

prakarsa  pemerintah  berdasarkan  pada  suatu  rencana  kerja  

jangka  panjang  dan tahunan serta dilaksanakan  di  wilayah-

wilayah yang ditetapkan oleh Menteri Negara Agraria/  Kepala  

BPN. Dalam hal suatu desa/kelurahan belum ditetapkan sebagai 

wilayah pendaftaran tanah  secara sistematik, pendaftarannya  

dilaksanakan  melalui  pendaftaran tanah secara sporadik.  

2) Pendaftaran  tanah  secara  sporadik  adalah  kegiatan  

pendaftaran tanah  untuk  pertama  kali  mengenai  satu  atau  

beberapa  obyek pendaftaran  tanah dalam wilayah atau  bagian 

wilayah  suatu desa/ kelurahan  secara  individual atau massal. 

                                                             
27

 Ibid, h. 474 
28
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Pendaftaran  tanah  secara sporadik dilaksanakan atas 

permintaan pihak yang berkepentingan, yaitu  pihak  yang  

berhak  atas  obyek  pendafataran  tanah  yang bersangkutan dan 

kuasanya. 

 

2. Kerangka Teori 

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat 

teori, tesis mengenai suatu permasalahan yang dapat dijadikan sebagai 

bahan pegangan teoritis bagi peneliti atau penulis.
29 

Di dalam teori 

hukum diakui bahwa sumber hukum mencakup tidak saja Perundang-

undangan, kebiasaan, dan putusan pengadilan, tetapi juga asas-asas 

hukum. Peraturan yang ditetapkan oleh pembuat undang-undang dalam 

bentuk Perundang-undangan, baik asas-asas hukum maupun aturan-aturan 

mempunyai ciri serupa. Agar aturan hukum tidak sekedar 

termanisfestasikan sebagai suatu aturan, aturan mengandaikan penafsiran, 

maka disini pentingnya asas hukum sebagai sumber hukum.
30

 Asas-asas 

hukum memainkan peran penting dalam keseluruhan proses penafsiran 

tersebut. Asas adalah merupakan sesuatu peningkatan  (optrekking) suatu 

peraturan kepada sesuatu yang lebih tinggi, lebih universal, melalui jalan 

pemikiran. Asas-asas Hukum adalah  bersifat  abstrak, oleh  karena  sudah 

                                                             
29

 Purnama  Tioria  Sianturi,  2008,  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pembeli  Barang 

Jaminan Tidak Bergerak Melalui Lelang, Penerbit Mandar Maju , Bandung, h. 10. 
30

 Herlien Budiono, B, 2011, Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di 

Bidang Kenotariatan, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 27 
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menjelma di dalam hukum positif, dalam hal ini hukum dasar yang 

tertulis.
31

  

Berdasarkan hal tersebut kerangka teori yang digunakan dalam 

menganalisa akibat hukum dari pembuatan akta jual beli tanah yang tidak 

sesuai dengan tata cara pembuatan akta tanah yaitu : 

a. Teori Kepastian Hukum 

E.Utrech memberikan definisi hukum dalam bukunya 

Pengantar Dalam Hukum Indonesia menjelaskan bahwa hukum 

adalah himpunan petunjuk hidup (perintah-perintah dan larangan-

larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan 

seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh 

karena pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan 

tindakan dari pihak pemerintah.
32

  

Secara umum hukum dapat diberi definisi sebagai himpunan 

peraturan-peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan 

tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang 

mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat 

memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi mereka yang 

melanggarnya, jadi dalam hukum terkandung unsur-unsur yaitu 

peraturan-peraturan yang dibuat oleh yang berwenang, tujuan 

                                                             
31

 Yulfasni, 2010, Hukum Kontrak, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas 

Andalas Padang,  h. 7 
32

 Mokhammad Najih dan Soimin, 2012, Pengantar Hukum Indonesia, Setara Press, Malang, 

h. 9 
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mengatur tata tertib kehidupan bermasyarakat, mempunyai ciri 

memerintah dan melarang dan bersifat memaksa agar ditaati.
33

  

Suatu sistem hukum di Indonesia dalam bentuk peraturan 

perundang-undangan terikat pada suatu hirarkis dalam arti peraturan 

perundang-undangan yang lebih rendah validitasnya ditentukan oleh 

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal tersebut 

dikemukan juga Hans Kelsen dengan Stufenbau Teori yang 

menyebutkan bahwa tatanan hukum itu merupakan sistem norma 

yang hirarkis atau bertingkat. Susunan kaidah hukum ini dimulai 

dari tingkat yang paling bawah, yaitu:  

1) Kaedah individual (konkrit) dari badan-badan pelaksanaan 

hokum terutama pengadilan.  

2) Kaedah umum yaitu peraturan perundang-undangn atau 

hukum kebiasaan. 

3) Kaedah-kaedah dari konstitusi.  

Ketiga kaedah tersebut disebut hukum positif. Di atas 

konstitusi terdapat kaedah dasar hipotesis yang lebih tinggi yang 

bukan merupakan kaedah positif dan disebut Grundnorm. Kaedah-

kaedah hukum dari tingkatan yang lebih rendah memperoleh 

kekuatannya dari kaedah hukum yang lebih tinggi. Dalam 

hubungannya dengan hubungan hukum menurut Achmad Ali ada 3 

jenis sudut pandang :  
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1) Sudut pandang ilmu hukum positif normatif atau yuridis 

dokmatif yaitu di mana hukum bertitik beratkan pada segi 

kepastian hukumnya. 

2) Sudut pandang filsafat hukum yaitu tujuan hukum dititik 

beratkan pada segi keadilan. 

3) Sudut pandang sosiologis hukum yaitu tujuan hokum dititik 

beratkan pada segi kemanfaatannya.
34

 

Teori Kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu 

pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu 

mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, 

dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari 

kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum 

yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang 

boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. 

Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-

undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim 

antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya 

untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.
35

 

Kepastian hukum adalah kepastian aturan hukum, bukan 

kepastian tindakan terhadap atau tindakan yang sesuai dengan 

aturan hukum. Van Kant mengatakan bahwa hukum bertujuan 
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menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingan itu tidak 

dapat diganggu, berdasarkan anggapan Van Kant, Utrecht 

mengemukakan pendapat bahwa hukum bertugas menjamin adanya 

kepastian hukum (rechtzeker heid) dalam pergaulan manusia. Bagi 

dia hukum menjamin kepada pihak yang satu terhadap pihak yang 

lain.
36

 

Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum atau 

Rechtssicherkeit security, rechts-zekerheid adalah sesuatu yang 

baru, yaitu sejak hukum itu dituliskan, dipositifkan, dan menjadi 

publik.
37

 Kepastian hukum menyangkut masalah  law Sicherkeit 

durch das Recht, seperti memastikan bahwa pencurian, 

pembunuhan menurut hukum merupakan kejahatan. Kepastian 

hukum adalah Scherkeit des Rechts selbst atau kepastian hukum itu 

sendiri. Negara sebagai sebuah sistem hukum yang pasti, sehingga 

dalam rangka menjamin kepastian hukum maka berlaku asas-asas 

hukum. Dalam kehidupan masyarakat terdapat berbagai macam 

norma yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi tata 

cara seseorang untuk berperilaku atau bertindak. Dalam bukunya 

yang berjudul Genaral teori of law And State, Hans Kelsen 

mengutarakan adanya dua sistem norma, yaitu sistem norma yang 

statik (nomostatik) dan sistem norma dinamik (nomodinamik).  
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Adapun asas-asas hukum dan konsep hukum dalam landasan 

teoritis ini yang digunakan untuk membahas masalah penelitian ini 

dapat penulis identifikasikan sebagai berikut: 

1) Asas Kepastian Hukum 

Asas kepastian hukum merupakan salah satu asas 

terpenting dalam Negara hukum. Menurut Gustav Radbruch, 

hukum memiliki tujuan yang berorientasi pada 3 (tiga) hal 

yaitu:
38

 

a) Kepastian Hukum; Kepastian hukum oleh setiap orang 

dapat terwujud dengan ditetapkannya hukum dalam hal 

terjadi peristiwa konkrit. Hukum yang berlaku pada 

dasarnya tidak dibolehkan menyimpang, hal ini dikenal 

juga dengan istilah fiat justitia et pereat mundus 

(meskipun dunia runtuh hukum harus ditegakkan). Itulah 

yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum 

merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan 

sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan 

dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam 

keadaan tertentu. 

b) Keadilan; Keadilan merupakan harapan yang harus 

dipenuhi dalam penegakan hukum. Berdasarkan 

karakteristiknya, keadilan bersifat subyektif, 
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individualistis dan tidak menyamaratakan. Apabila 

penegak hukum menitikberatkan kepada nilai keadilan 

sedangkan nilai kemanfaatan dan kepastian hukum 

dikesampingkan, maka hukum itu tidak dapat berjalan 

dengan baik. 

c) Daya Guna dan Kemanfaatan;  Demikian pula sebaliknya 

jika menitikberatkan kepada nilai kemanfaatan sedangkan 

kepastian hukum dan keadilan dikesampingkan, maka 

hukum itu tidak jalan. Idealnya dalam menegakkan 

hukum itu nilai-nilai dasar keadilan yang merupakan nilai 

dasar filsafat dan nilai-nilai dasar kemanfaatan 

merupakan suatu kesatuan berlaku secara sosiologis, serta 

nilai dasar kepastian hukum yang merupakan kesatuan 

yang secara yuridis harus diterapkan secara seimbang 

dalam menegakkan hukum. 

Asas kepastian hukum mengandung dua pengertian, 

yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum yang 

memberi penjelasan kepada individu tentang perbuatan yang 

boleh dan tidak boleh dilakukan. Kedua, adanya keamanan 

hukum bagi individu dari kesewenangan kekuasaan 

pemerintah. Asas kepastian hukum ini memberikan landasan 

tingkah laku individu dan landasan perbuatan yang dapat 

dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum 
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bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang 

melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim 

antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim 

lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.
39

 

Asas kepastian hukum adalah kepastian aturan hukum, 

bukan kepastian tindakan yang sesuai dengan aturan hukum. 

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu 

peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena dapat 

memberikan pengaturan secara jelas dan logis. Jelas dalam 

arti tidak menimbulkan keragu-raguan atau multitafsir, dan 

logis dalam arti hukum tersebut menjadi suatu sistem norma 

dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau 

menimbulkan konflik norma ataupun adanya kekaburan dan 

kekosongan norma. Penjelasan Pasal 6 huruf i Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234, menetapkan bahwa dalam pembuatan peraturan 

perundang-undangan salah satunya harus mencerminkan 

adanya asas kepastian hukum.  

2) Asas Kontradiktur Delimitasi 
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Asas Contradictoire Delimitatie atau Kontradiktur 

Delimitasi adalah sebuah norma yang digunakan dalam 

Pendaftaran Tanah dengan mewajibkan pemegang hak atas 

tanah untuk memperhatikan penempatan, penetapan dan 

pemeliharaan batas tanah secara kontradiktur atau 

berdasarkan kesepakatan dan persetujuan pihak-pihak yang 

berkepentingan, yang dalam hal ini adalah pemilik tanah 

yang berbatasan dengan tanah yang dimilikinya. 

Tujuan penerapan Asas Kontradiktur Delimitasi agar 

bidang tanah yang sudah diukur dan dipetakan dikemudian 

hari tidak terjadi perselisihan atau sengketa mengenai batas-

batasnya sehingga tanah tersebut aman dari sanggahan 

mengenai batas-batas yang telah ditetapkan. Hal ini tentu 

dapat terwujud bila dalam pelaksanaan pengukuran pemilik 

bidang tanah yang berbatasan hadir di lokasi pengukuran atau 

terjadi kesepakatan dalam pemasangan tanda batas.
 

3) Asas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka. 

Selain asas kontradiktur delimitasi, setiap pendaftaran 

tanah di Indonesia memiliki asas dalam pelaksanaannya. Hal 

ini secara tegas diatur dalam Pasal 2 PP Nomor 24 Tahun 

1997, bahwa pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan 

asas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka. Asas 

pendaftaran tanah ini merupakan pengaturan baru karena 
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sebelumnya tidak diatur secara limitatif dalam PP Nomor 10 

Tahun 1961. 

Penjelasan Pasal 2 PP Nomor 24 Tahun 1997 

mengungkapkan secara terperinci makna dari asas 

pendaftaran tanah tersebut, yaitu sebagai berikut : 

a) Asas sederhana dalam pendaftaran tanah 

dimaksudkan agar ketentuan-ketentuan maupun 

prosedurnya dengan mudah dapat dipahami oleh 

pihak-pihak yang berkepentingan, terutama para 

pemegang hak atas tanah.  

b) Asas aman dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa 

pendaftaran tanah perlu diselenggarakan secara teliti 

dan cermat sehingga hasilnya dapat memberikan 

jaminan kepastian hukum sesuai tujuan pendaftaran 

tanah itu sendiri. 

c) Asas terjangkau dimaksudkan keterjangkauan bagi 

pihak-pihak yang memerlukan, khususnya dengan 

memperhatikan kebutuhan dan kemampuan golongan 

ekonomi lemah. Pelayanan yang diberikan dalam 

rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah harus bisa 

terjangkau oleh para pihak yang memerlukan. 

d) Asas mutakhir dimaksudkan kelengkapan yang 

memadai dalam pelaksanaannya dan 
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berkesinambungan dalam pemeliharaan datanya. Data 

yang tersedia harus menunjukkan keadaan yang 

mutakhir. Untuk itu perlu diikuti kewajiban mendaftar 

dan pencatatan perubahan-perubahan yang terjadi di 

kemudian hari. Asas mutakhir menuntut dipeliharanya 

data pendaftaran tanah secara terus-menerus dan 

berkesinambungan sehingga data yang tersimpan di 

kantor pertanahan selalu sesuai dengan keadaan nyata 

di lapangan dan di masyarakat dapat memperoleh 

keterangan mengenai data yang benar setiap saat. 

Untuk itu diberlakukan pula asas terbuka”. 

e) Asas terbuka dalam pendaftaran tanah yang 

berhubungan erat dengan penelitian ini berorientasi 

pada tersedianya data yang benar, kemudian data yang 

benar tersebut dapat diperoleh setiap saat. Dalam arti 

para pihak yang berkepentingan baik itu masyarakat, 

pihak swasta maupun pemerintah sendiri dapat 

dengan mudah memperoleh informasi yang 

dibutuhkan berkaitan dengan data-data pendaftaran 

tanah. Hal ini pula yang menjadi salah satu tujuan dari 

pendaftaran tanah itu sendiri.     

Berdasarkan pengertian dari asas pendaftaran tanah di 

atas dapat diketahui dengan jelas bahwa ketentuan mengenai 
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pendaftaran tanah karena hibah untuk anak yang masih 

dibawah umur diusahakan untuk tidak lagi terlalu rumit dan 

berbelit-belit karena telah adanya kesederhanaan dalam 

prosedur pelaksanaannya. Di samping itu pendaftaran tanah 

berdasarkan asas aman berarti hasil yang dicapai haruslah 

benar-benar menjamin kepastian hukum atas sebidang tanah. 

b. Teori Perlindungan Hukum 

Mengenai teori perlindungan hukum, menurut Satjipto 

Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman 

terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan 

perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati 

semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat 

difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak 

sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan 

antisipatif.  Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan 

belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh 

keadilan sosial.
40

 

Menurut pendapat Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan 

hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat 

preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif 

bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan 

tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan 
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keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif 

bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk 

penanganannya di lembaga peradilan
41

. 

Sesuai dengan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa fungsi 

hukum adalah melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang 

dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, 

masyarakat maupun penguasa. Selain itu berfungsi pula untuk 

memberikan keadilan serta menjadi sarana mewujudkan 

kesejahteraan bagi seluruh rakyat. 

Perlindungan hukum bila dijelaskan harfiah dapat 

menimbulkan banyak persepsi. Sebelum mengurai perlindungan 

hukum dalam makna yang sebenarnya dalam ilmu hukum, menarik 

pula untuk mengurai sedikit mengenai pengertian-pengertian yang 

dapat timbul dari penggunaan istilah perlindungan hukum, yakni 

Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikann 

terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai 

oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang 

diberikan oleh hukum terhadap sesuatu
42

. 

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan 

hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut : 

a. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya. 
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b. Jaminan kepastian hukum. 

c. Berkaitan dengan hak-hak warganegara. 

d. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya. 

Perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan aspek 

keadilan. Menurut Soedirman Kartohadiprodjo, pada hakikatnya 

tujuan hukum adalah mencapai keadilan. Maka dari itu, adanya 

perlindungan hukum merupakan salah satu medium untuk 

menegakkan keadilan. 

c. Teori Keadilan 

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam 

karyanya nichomachean ethics, politics, dan rethoric. Spesifik 

dilihat dalam buku nicomachean ethics, buku itu sepenuhnya 

ditujukan bagi keadilan, yang berdasarkan filsafat hukum 

Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukmnnya, 

“karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan 

keadilan”.
43

 

Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu 

pemberian hak persamaan tapi bukan persyarataan. Aristoteles 

membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. 

Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah 

yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau 

setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional 
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memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan 

kemampuan dan prestasi yang telah dilakukanya.  

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bangsa Indonesia 

tertuju pada dasar negara, yaitu Pancasila, yang mana sila kelimanya 

berbunyi: “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Yang 

menjadi persoalan sekarang adalah apakah yang dinamakan adil 

menurut konsepsi hukum nasional yang bersumber pada Pancasila. 

Menurut Kahar Masyhur dalam bukunya mengemukakan 

pendapat-pendapat tentang apakah yang dinamakan adil, terdapat 

tiga hal tentang pengertian adil.
44

 

1) Adil ialah: meletakan sesuatu pada tempatnya. 

2) Adil ialah: menerima hak tanpa lebih dan memberikan orang 

lain tanpa kurang. 

3) Adil ialah: memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap 

tanpa lebih tanpa kurang antara sesama yang berhak dalam 

keadaan yang sama, dan penghukuman orang jahat atau yang 

melanggar, sesuai dengan kesalahan dan pelanggaran. 

F. Metode Penelitian 

Penelitian merupakan suatu kegiatan yang digunakan untuk 

memperkuat atau menunjang suatu penulisan ilmiah. Dari penelitian 

dimaksudkan untuk memperoleh hasil jawaban yang seobyektif mungkin atau 
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kebenaran-kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
45

 

Pada hakekatnya penelitian itu timbul dari hasrat ingin tahu dalam diri 

manusia dalam melakukan pembinaan serta pengembangan ilmu 

pengetahuan, termasuk di dalamnya ilmu hukum. Penelitian hukum 

dimaksudkan sebagai kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, 

sistematika dan pemikiran dengan jalan menganalisa, kecuali itu juga 

diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk 

kemudian mengusahakannya sebagai pemecahan atas permasalahan-

permasalahan yang timbul di dalam gejala tersebut.
46

 

Dalam penulisan tesis ada beberapa metode yang digunakan sebagai 

pedoman, dengan maksud agar lebih mudah dalam mempelajari, menganalisa, 

dan memahami untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Sehubungan 

dengan itu langkah-langkah yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Metode Pendekatan 

Jenis penelitian ini yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian 

yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam 

peraturan perundang-undangan.Penelitian ini juga menggunakan 

pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian yang menitikberatkan 
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perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum.
47

 

Meneliti efektivitas suatu Undang-Undang dan Penelitian yang ingin 

mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel 

sebagai alat pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen, pengamatan 

(observasi), dan wawancara (interview).
48

 

Melalui pendekatan ini pula penulis melakukan analisis terhadap 

Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah dan Bangunan 

dengan Akta Jual Beli di Kantor Pertanahan Kota Samarinda. 

2. Bahan  Hukum Penelitian 

Sumber yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum 

primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer yaitu berupa hasil 

wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini. Sumber 

data sekunder  yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan 

hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan 

hukum.  

Sumber data sekunder bersumber dari perundang-undangan, yaitu 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-

pokok Agraria Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 Tentang 

Pendaftaran Tanah, Pasal 1457 KUHPerdata tentang jual beli tanah, 

Peraturan Pemerintah  Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan, 

selain itu juga berupa literatur, karya ilmiah, hasil penelitian, lokakarya 
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yang berkaitan dengan materi penelitian.  

Adapun sumber data tersier yaitu bahan hukum yang menguatkan 

penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder yaitu berupa kamus 

hukum. 

3. Metode Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah 

dengan metode wawancara dan metode telaah kepustakaan (study 

document). Wawancara akan dilakukan dengan Petugas Kantor Pertanahan 

Kota Samarinda, PPAT di Kota Samarinda, dan pihak lain yang akan 

dipilih secara acak. Sedangkan metode kepustakaan dilakukan dengan 

mengumpulkan (menginventarisasi) bahan-bahan hukum yang dianggap 

berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian, kemudian melakukan 

klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum yang dikumpulkan. 

4. Metode Analisis Data  

Dalam melakukan analisisnya, akan digunakan cara deskriptif 

analitik, sehingga tidak hanya melakukan eksplorasi dan klarifikasi atas 

fenomena atau kenyataan-kenyataan sosial melainkan juga mencari 

hubungan kausalitas dan interaksional dari semua data terpilih yang 

berhasil dikumpulkan.
49

                                                                                                                                                                                                                                              

Data yang telah dikumpulkan baik dari penelitian lapangan maupun 

penelitian kepustakaan akan dianalisis dengan metode analisis data 

kualitatif yaitu: 
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a. Analisis Deskriptif yaitu dengan memilih data yang 

menggambarkan keadaan yang sebenarnya dari wawancara di 

lapangan, analisis menggunakan cara berpikir induktif, yaitu 

menyimpulkan hasil penelitian dari hal-hal yang sifatnya khusus ke 

hal-hal yang sifatnya umum. 

b. Analisis Kualitatif yaitu dengan mengelompokkan dan menyeleksi 

data yang diperoleh dari wawancara lapangan, kemudian 

dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari studi 

kepustakaan sehingga diperoleh gambaran dan pemahaman yang 

sistematis dan menyeluruh untuk menjawab masalah yang diteliti. 

G. Sistematika Penulisan 

Penulisan hukum ini dibagi dalam beberapa bab, dimana antara bab 

yang satu dengan bab yang lainnya saling berhubungan dan berkaitan. 

Sistematika penulisan hukum ini disusun sebagai berikut : 

BAB   I   Pendahuluan 

  Pada bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, 

Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, 

Kerangka Konseptual, Kerangka Teori,  Metode Penelitian, dan 

Sistematika Penulisan. 

BAB  II  Tinjauan Pustaka 

  Pada bab ini Penulis akan menguraikan tentang Tinjauan Umum 

Tentang Akta Otentik PPAT, meliputi Pengertian PPAT, Dasar 

Hukum PPAT, Macam-Macam PPAT, Tugas Pokok Dan 
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Kewenangan PPAT, Kewajiban Dan Tanggungjawab PPAT, Akta 

PPAT; Tinjauan Umum Tentang Tanah, meliputi Pengertian 

Tanah, Hak Atas Tanah, Macam-macam Hak Atas Tanah, 

Peralihan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pendaftaran Peralihan 

Hak Atas Tanah dan Bangunan; Tinjauan Umum Tentang Jual beli 

meliputi Pengertian Jual beli, Syarat Jual Beli,  Prosedur Jual Beli; 

Tinjauan Umum Tentang Perspektif Islam tentang Tanah.  

BAB  III  Hasil Penelitian dan Pembahasan 

  Pada bab ini akan menganalisis tentang Pelaksanaan Pendaftaran 

Peralihan Hak Atas Tanah dan Bangunan dengan Akta Jual Beli di 

Kantor Pertanahan Kota Samarinda, serta Hambatan dan Solusi 

dalam Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah dan atau 

Bangunan dengan Akta Jual Beli di Kantor Pertanahan Kota 

Samarinda 

.BAB  IV Penutup 

  Pada bab ini berisi Simpulan secara keseluruhan dari pembahasan 

tesis dan Saran yang berhubungan dengan masalah tesis. Simpulan 

ini merupakan jawaban daripada rumusan masalah setelah dibahas 

dan saran rekomendasi penulis dari hasil pembahasan/penelitian. 

 

  


